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Abstrak 
Rendahnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap karya orisinal turut berdampak 
pada menurunnya daya saing industri kreatif Indonesia di kancah global. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan perlindungan hak cipta atas karya 
arsitektur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap karya arsitektur di Kota Jayapura 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta untuk mengeksplorasi implementasi 
perlindungan tersebut dalam menghadapi pelanggaran hak cipta atas karya arsitektur. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, 
dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara dengan berbagai narasumber, 
termasuk Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Papua, Ketua Himpunan Desainer 
Interior Indonesia (HDII) Cabang Papua, pemerintah daerah, akademisi, serta tokoh 
masyarakat dan arsitek lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar 
hukum yang jelas dalam kedua undang-undang tersebut, pelaksanaan perlindungan hak cipta 
karya arsitektur di Jayapura masih mengalami kendala. Beberapa faktor yang mempengaruhi 
antara lain kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku profesi mengenai pentingnya 
pendaftaran hak cipta, serta rendahnya kesadaran hukum dalam menangani pelanggaran hak 
cipta. Selain itu, koordinasi antar lembaga terkait juga belum maksimal, sehingga penegakan 
hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas karya arsitektur masih lemah.  
 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Arsitektur, Pendaftaran Hak Cipta, Jayapura, 

Undang-Undang Arsitek, Implementasi  

 

Abstract 
The lack of legal certainty and protection for original works has also impacted the declining 
competitiveness of Indonesia's creative industry on the global stage. Therefore, this study aims to 
evaluate the implementation of copyright protection for architectural works based on Law No. 28 of 2014 
concerning copyright and Law No. 6 of 2017 concerning architects. This study aims to analyze the legal 
protection of architectural works in Jayapura based on Law No. 6 of 2017 on Architects and Law No. 28 
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of 2014 on Copyright, as well as to explore the implementation of this protection in addressing copyright 
violations of architectural works. The research uses a normative-empirical legal approach, with a 
qualitative method involving interviews with various informants, including the Chairman of the 
Indonesian Institute of Architects (IAI) Papua, Chairman of the Indonesian Interior Designers 
Association (HDII) Papua, local government, academics, as well as community leaders and local 
architects. The research findings indicate that although there is a clear legal framework in both laws, the 
implementation of copyright protection for architectural works in Jayapura still faces several challenges. 
Factors influencing this include a lack of understanding among the community and professionals 
regarding the importance of copyright registration, as well as low legal awareness in handling copyright 
violations. Furthermore, coordination among related institutions remains suboptimal, making the 
enforcement of copyright violations in architectural works weak.  

Keywords: Legal Protection, Copyright, Architecture, Copyright Registration, Jayapura, Architects' 
Law, Implementation. 

A. Pendahuluan 

1. Latar belakang 
         Arsitektur sebagai produk intelektual dan artistik memiliki nilai budaya dan 
historis yang signifikan. Banyak karya arsitektur mencerminkan identitas lokal, 
sejarah sosial, dan nilai-nilai kultural suatu masyarakat. Dalam konteks ini, 
pelanggaran terhadap hak cipta karya arsitektur tidak hanya berdampak pada 
kerugian materi bagi penciptanya, tetapi juga berpotensi merusak warisan budaya 
dan identitas lokal yang melekat dalam desain tersebut (Kennady, 2022). Sayangnya, 
dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi, karya arsitektur 
menjadi semakin rentan terhadap tindakan plagiarisme, duplikasi tanpa izin, dan 
eksploitasi komersial oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kota Jayapura, Papua, kasus-kasus 
pelanggaran hak cipta terhadap karya arsitektur menunjukkan bahwa masih terdapat 
celah besar dalam penegakan hukum. Praktik menyalin desain bangunan tanpa izin, 
penggunaan elemen visual arsitektur tradisional Papua tanpa atribusi yang layak, 
hingga pengkomersialan ulang karya arsitek lokal tanpa kompensasi, sering kali terjadi 
tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Hal ini tidak hanya merugikan arsitek secara 
finansial dan moral, tetapi juga mengancam keberlanjutan dan orisinalitas desain 
berbasis budaya lokal. 

Jayapura, sebagai kota yang merepresentasikan perpaduan antara kemajuan 
modern dan kekayaan budaya Papua, menjadi lokasi penting dalam kajian ini. 
Keunikan arsitektur lokal yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan 
kebutuhan kontemporer menjadikannya sasaran potensial bagi tindakan pelanggaran 
hak cipta. Minimnya pemahaman masyarakat dan pelaku industri konstruksi 
mengenai perlindungan hak cipta, serta lemahnya kapasitas aparat penegak hukum 
dalam menangani perkara ini, memperparah situasi (Danugroho, 2022). 

Masalah ini semakin kompleks karena karya arsitektur, secara konseptual dan 
visual, sulit untuk dibuktikan sebagai hasil ciptaan yang telah dilanggar. Proses 
identifikasi pelanggaran sering kali memerlukan analisis teknis mendalam dan 
pemahaman terhadap prinsip-prinsip desain, yang tidak selalu dimiliki oleh aparat 
hukum atau hakim yang menangani perkara tersebut. Ditambah lagi, lamanya proses 
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litigasi dan kurangnya dukungan teknis memperlambat pemberian keadilan bagi 
arsitek yang menjadi korban pelanggaran (Dirkareshza, 2024). 

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan 
penelitian yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga yuridis-empiris. Pendekatan 
ini bertujuan untuk menggali tidak hanya ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku, melainkan juga kondisi faktual di lapangan, termasuk persepsi arsitek, 
masyarakat, dan aparat penegak hukum mengenai perlindungan hak cipta atas karya 
arsitektur. Studi ini juga akan mengevaluasi efektivitas UU No. 28 Tahun 2014 dan UU 
No. 6 Tahun 2017 dalam konteks lokal Jayapura. 

Penelitian ini menjadi sangat krusial mengingat tanpa adanya solusi yang 
implementatif, lemahnya perlindungan terhadap hak cipta dapat menimbulkan 
dampak multidimensional yang signifikan. Pertama, kondisi ini dapat menyebabkan 
menurunnya inovasi dan motivasi para arsitek, yang merasa tidak aman dalam 
menciptakan karya baru karena kekhawatiran akan plagiarisme. Kedua, lemahnya 
penegakan hak cipta turut melemahkan etika profesional dalam industri arsitektur, 
karena praktik penjiplakan dianggap sebagai hal yang lumrah dan tidak mendapatkan 
sanksi yang setimpal. Ketiga, hilangnya nilai budaya dalam karya arsitektur lokal, 
khususnya di Papua, menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan identitas 
kultural masyarakat setempat. Keempat, rendahnya kepastian hukum dan 
perlindungan terhadap karya orisinal turut berdampak pada menurunnya daya saing 
industri kreatif Indonesia di kancah global. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 
untuk mengevaluasi pelaksanaan perlindungan hak cipta atas karya arsitektur 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, mengidentifikasi hambatan struktural 
dan kultural dalam proses penegakan hak cipta di Kota Jayapura; serta merumuskan 
solusi strategis dan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan 
hukum terhadap karya arsitektur yang berakar dari budaya lokal. Dengan harapan, 
hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan 
sistem hukum yang adil dan inklusif dalam melindungi karya arsitektur di Indonesia 
khususnya di kota Jayapura, serta memperkuat posisi arsitek sebagai pelaku utama 
dalam membangun peradaban bangsa. 

2. Perumusan masalah  
a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya arsitektur berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta?. 

b. Bagaimana implementasi perlindungan hukum dalam menghadapi pelanggaran 
hak cipta atas karya arsitektur di Kota Jayapura dan upaya sinkronisasi antara 
norma hukum dan kesadaran kolektif para pemangku kepentingan?. 

3. Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan perlindungan hukum terhadap 

karya arsitektur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Arsitek dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

b. Untuk mengetahui dan menganalisi implementasi perlindungan hukum dalam 
menghadapi pelanggaran hak cipta atas karya arsitektur di Kota Jayapura dan 
upaya sinkronisasi antara norma hukum dan kesadaran kolektif para pemangku 
kepentingan?. 
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4. Kajian literatur. 
a. Hak cipta  

         Hak Cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta 
atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah 
gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk 
menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Suatu 
ciptaan dibatasi untuk pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah 
yang memungkinkan dilakukan oleh pemegang hak tersebut berdasarkan hak 
cipta. Hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku yang terbatas, 
dikarenakan hak eksklusif memuat nilai ekonomis yang semua orang tidak bisa 
membayarnya. (Jaman at.all 2021).  
          Hak cipta adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan 
perlindungan hukum bagi karya-karya kreatif dan inovatif. Hak cipta tidak hanya 
melindungi karya-karya sastra dan seni, seperti buku, musik, dan film, tetapi juga 
mencakup berbagai karya lain, termasuk perangkat lunak, desain industri, serta 
karya arsitektur. Pengertian hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh 
undang-undang kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya intelektual 
yang dihasilkan. Hak ini mencakup hak untuk menggunakan, mempublikasikan, 
dan mengkomersialkan karya tersebut, serta hak untuk melarang orang lain 
menggunakan karya tersebut tanpa izin. Di Indonesia, hak cipta diatur oleh 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

b. Hak Cipta dalam Arsitektu. 
1) Pengertian Hak Cipta dalam Arsitektur Berdasarkan Undang-Undang Arsitek 

No. 6 Tahun 2017, PP No. 15 Tahun 2021, dan Undang-Undang Hak Cipta 
Nomor 28 Tahun 2014 

             Hak cipta adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan 
kepada pencipta karya intelektual, yang meliputi berbagai macam karya seperti 
karya sastra, seni, musik, serta karya arsitektur. Di Indonesia, hak cipta pada 
karya arsitektur diatur oleh sejumlah peraturan-undangan yang saling terkait, 
terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (UU Arsitek), 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan 
Pelayanan Sertifikasi Profesi Arsitek, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). 

2). Hak Cipta dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2021 
          Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan dan Pelayanan Sertifikasi Profesi Arsitek menekankan 
pentingnya pengakuan terhadap kompetensi profesi arsitek, yang sejalan 
dengan pengaturan hak cipta dalam konteks karya arsitektur. Meskipun PP ini 
lebih fokus pada sertifikasi dan kompetensi arsitek, pengaturan mengenai 
perlindungan hak cipta atas karya arsitektur dapat dikaitkan dengan proses 
perencanaan dan desain arsitektural yang dihasilkan oleh arsitek yang terdaftar 
dan disertifikasi. 

Sebagai bagian dari regulasi profesi, PP ini memberikan landasan hukum 
bagi arsitek untuk mengklaim hak atas karya desain mereka yang kemudian 
akan dilindungi oleh hukum hak cipta. Oleh karena itu, karya yang dihasilkan 
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oleh arsitek yang telah terdaftar dalam sistem profesi arsitek dapat dianggap 
lebih sah dan dapat lebih mudah didaftarkan untuk perlindungan hak cipta. 

3). Hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 

Hak Cipta merupakan landasan hukum utama yang mengatur hak cipta di 
Indonesia, termasuk dalam bidang arsitektur. Dalam Pasal 40 UU ini 
menyatakan bahwa karya arsitektur, baik yang berupa desain bangunan 
maupun unsur-unsur yang menyertainya, dilindungi oleh hak cipta sebagai 
karya seni. Artinya bahwa desain arsitektur yang dihasilkan oleh seorang 
arsitek, baik berupa gambar, rencana, atau sketsa bangunan, dapat dilindungi 
dengan hak cipta yang diberikan secara otomatis kepada pencipta setelah karya 
tersebut diciptakan. 

c. Perlindungan Hukum di Indonesia 
       Di Indonesia, konsep perlindungan hukum tertuang dalam Pasal 28D UUD 
1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan 
hukum. Perlindungan hukum di Indonesia juga diatur dalam berbagai undang-
undang, seperti: (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu dari 
tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah atau pihak lain. (2) Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur tentang 
upaya hukum yang dapat diambil oleh warga negara jika terjadi tindakan 
sewenang-wenang dari pemerintah.  
 

B. Metode 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan jenis penelitian 

hukum normatif-empiris. Penjelasan mengenai jenis penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Penelitian Deskriptif-Analitis 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam 

konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan 

gambaran tentang situasi perlindungan hak cipta karya arsitektur di Jayapura Papua, 

serta bagaimana implementasi undang-undang terkait dalam melindungi hak-hak 

arsitek. Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis data yang telah 

dikumpulkan dan menginterpretasikan temuan dalam konteks hukum dan praktik 

di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya 

menggambarkan situasi saat ini tetapi juga untuk memahami hubungan sebab-akibat 

dan implikasi dari pelanggaran hak cipta dalam arsitektur. 

b. Penelitian Hukum Normatif-Empiris 

1) Normatif 

         Penelitian hukum normatif fokus pada norma-norma hukum, yaitu aturan 

hukum yang tertulis dalam peraturan-undangan, putusan pengadilan, doktrin 
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hukum, serta kasus-kasus hukum. Penelitian ini akan menganalisis Undang-

Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 6 Tahun 2017 

tentang Arsitek, serta norma-norma hukum lainnya yang relevan dengan 

perlindungan hak cipta di bidang arsitektur. Pendekatan normatif ini bertujuan 

untuk mengkaji bagaimana peraturan yang ada mengatur dan melindungi hak 

cipta atas karya arsitektur. (Soekanto dan Mamudji, 2001). Selain itu, penelitian ini 

juga akan Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, 

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2021, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

Hukum Perdata, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum 

terkait. 

2) Empiris 

       Penelitian hukum empiris melibatkan pengumpulan data lapangan untuk 

memahami bagaimana hukum diterapkan dan dipraktikkan dalam realitas sosial. 

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang tingkat kesadaran dan pemahaman di kalangan 

arsitek, pengembang properti, dan masyarakat umum mengenai hak cipta dalam 

arsitektur, serta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum. Data empiris ini 

dapat diperoleh melalui survei, wawancara, dan studi kasus. (Ibrahim, 2006) 

Jenis penelitian ini dipilih karena memberikan keseimbangan antara kajian hukum 

yang mendalam dan analisis terhadap realitas di lapangan, memungkinkan peneliti 

untuk mengevaluasi efektivitas hukum yang ada dan memberikan rekomendasi yang 

relevan untuk perbaikan kebijakan. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Kebijakan perlindungan hukum terhadap karya arsitektur berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta. 

Perlindungan hukum terhadap karya arsitektur di Indonesia diatur dalam dua 

peraturan utama: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Atas Ciptaan dan Hak Terkait serta 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021. Keduanya saling melengkapi dalam 

mengatur posisi hukum karya arsitektur dan peran arsitek sebagai pelaku industri. UU 

Hak Cipta menyediakan kerangka hukum dasar untuk perlindungan karya seni 

arsitektur sebagai objek hak cipta, sedangkan UU No. 6/2017 dan PP No. 15/2021 

mengatur aspek teknis dan operasional, termasuk kewajiban sertifikasi profesi arsitek 

serta standar praktik yang harus dipenuhi. Kebijakan ini bertujuan mendorong 

pembentukan ekosistem arsitektur yang profesional, berkualitas tinggi, dan 

berkelanjutan. Secara spesifik, keduanya menetapkan: 

a. Status hukum karya arsitektur sebagai objek hak cipta, melindungi keaslian dan 

integritas desain; 
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b. Peran arsitek sebagai subjek hukum yang dilindungi, termasuk hak atas kredit 

penulis dan remunerasi; 

c. Kerangka tata kelola arsitektur secara nasional melalui sertifikasi profesi dan 

penerapan standar teknis. 

               Sementara itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pertanahan dan 

Perencanaan Ruang Fisik secara tegas menegaskan posisi arsitek sebagai profesi 

penting dalam perencanaan dan pembangunan ruang fisik nasional. UU ini 

memberikan pengakuan formal atas profesi arsitek melalui ketentuan terkait 

sertifikasi, registrasi, serta perlindungan hukum terhadap karya arsitektur sebagai 

hasil pekerjaan profesional. Pasal 3 dan Pasal 4 UU tersebut menegaskan bahwa arsitek 

memiliki hak dan kewajiban untuk menghasilkan karya yang memenuhi standar 

teknis, etika profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus 

menjamin hak mereka untuk mendapatkan pengakuan atas hasil karya tersebut. 

              Lebih lanjut, Pasal 24 UU tersebut secara eksplisit mengatur hak-hak arsitek, 

termasuk hak untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum selama praktik 

arsitektur dilakukan sesuai dengan kode etik profesi dan standar kinerja yang 

ditetapkan. Arsitek juga berhak mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HKI) atas 

hasil karyanya dan mendapat perlindungan hukum atas hak cipta. Dengan demikian, 

UU ini memberikan dasar hukum yang kokoh bagi arsitek untuk menjaga kepentingan 

profesional mereka, sejalan dengan prinsip perlindungan kekayaan intelektual dan 

penegakan hak cipta dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Arsitek 

mengatur kewajiban arsitek untuk menjaga integritas karya serta menetapkan 

pembentukan Dewan Arsitek Indonesia (DAI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Arsitek 

(LSPA). DAI berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi dan membangun etika serta 

mutu karya arsitektur, sementara LSPA bertanggung jawab atas proses sertifikasi dan 

uji kompetensi arsitek, memastikan mereka memenuhi standar kualifikasi profesional 

yang ditetapkan. Melalui regulasi ini, diharapkan praktik arsitektur di Indonesia dapat 

berjalan secara profesional, berorientasi pada kualitas, dan bertanggung jawab, 

sehingga mampu menghasilkan karya arsitektur yang lestari dan bermartabat. 

              Berdasarkan dua perangkat hukum ini, perlindungan terhadap karya arsitektur 

tidak hanya dimaknai sebagai hak kekayaan intelektual semata, tetapi juga sebagai 

bagian dari pengakuan terhadap profesi arsitek dan perlindungan terhadap hasil kerja 

intelektual yang berkontribusi terhadap pembangunan dan identitas budaya local. 

Undang-undang Hak Cipta memberikan kerangka hukum untuk melindungi ekspresi 

bentuk fisik karya, sedangkan Undang-undang Arsitek memberikan perlindungan 

terhadap aspek profesionalitas, etika, dan tanggung jawab karya arsitektur. Integrasi 

kedua norma ini memberikan perlindungan hukum yang bersifat komplementer, yaitu 

dari sisi kekayaan intelektual dan dari sisi tanggung jawab profesi.  

             Secara teoritis, kedua undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang 

cukup bagi arsitek di Jayapura untuk menuntut haknya apabila karya arsitekturnya 
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digunakan tanpa izin. Terlebih lagi, banyak karya arsitektur di Jayapura yang 

mengandung nilai budaya Papua, sehingga perlindungan hukum juga menjadi bagian 

dari pelestarian budaya lokal yang bernilai tinggi. Namun, sebagaimana akan dibahas 

dalam bagian empiris, pemanfaatan dasar hukum ini masih belum optimal di lapangan 

karena sejumlah hambatan struktural dan sosial, seperti rendahnya kesadaran hukum, 

minimnya sosialisasi regulasi, serta belum adanya mekanisme koordinasi 

antarlembaga. 

  Situasi ini menimbulkan kekosongan perlindungan ketika pelanggaran 

dilakukan oleh pihak ketiga seperti pengembang independen, kontraktor 

nonprofesional, atau lembaga swasta yang tidak mengindahkan standar keilmuan. Di 

sinilah paradoks terungkap. meskipun arsitektur memiliki sistem keprofesian yang 

mapan, kekuasaan normatifnya terbatas oleh struktur keanggotaan. Kode etik, meski 

bersifat mengikat bagi anggotanya, tidak memiliki mekanisme eksekusi hukum 

terhadap pelaku di luar jaringan professional. Oleh karena itu, diperlukan integrasi 

antara regulasi profesi dan kebijakan hukum formal. Hanya melalui kerangka hukum 

yang mengakomodir hak cipta desain, standar teknis, dan kewajiban konsultasi 

profesional, perlindungan karya arsitektur dapat berlaku universal tidak lagi 

tergantung status pelaku, tetapi berdasarkan prinsip keadilan dan keprofesian yang 

mengikat semua pihak. 

   Temuan empiris tersebut mengungkap adanya gap/ kesenjangan signifikan 

antara kerangka regulasi yang ada dan praktik nyata di lapangan. Walaupun Indonesia 

telah menetapkan dua instrumen hukum yang strategis berupa Undang-Undang 

Arsitek dan Undang-Undang Hak Cipta, implementasi keduanya di wilayah Jayapura 

masih terhambat oleh berbagai tantangan teknis dan struktural di lapangan. Kondisi 

ini mengindikasikan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak sekadar bergantung 

pada keberadaan peraturan formal, tetapi juga erat kaitannya dengan kapasitas sistem 

kelembagaan, kesiapan sumber daya manusia, serta internalisasi kultur hukum dalam 

masyarakat sipil. Sebagai respons terhadap kompleksitas tersebut, diperlukan 

pendekatan sistemik yang integratif dalam membangun arsitektur perlindungan 

hukum bagi karya arsitektur, melalui sinergi antara: 

a. Penguatan pendidikan hukum praktis bagi pelaku industri, 

b. Penyesuaian regulasi teknis daerah yang berbasis kebutuhan lokal, serta 

c. Aktivasi peran komunitas profesi dalam melakukan pengawasan dan advokasi. 

2. Implementasi perlindungan hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta atas 

karya arsitektur di Kota Jayapura dan upaya sinkronisasi antara norma hukum dan 

kesadaran kolektif para pemangku kepentingan. 

a. Implementasi  

        Dalam implementasinya di Kota Jayapura, bentuk perlindungan hukum 

terhadap karya arsitektur masih bersifat potensial, belum operasional dan efektif. 

Meskipun secara normatif telah tersedia perangkat hukum melalui Undang-
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Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada tataran praktik di lapangan, terjadi 

kesenjangan antara aturan hukum yang ideal dan realitas empiris. Kesenjangan ini 

terlihat dari minimnya upaya sistematis dalam pengintegrasian perlindungan hak 

cipta dalam proses pembangunan, perizinan, serta pengawasan desain arsitektur. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua IAI Papua, “Seringkali karya arsitektur kami 

digunakan tanpa izin dalam proyek-proyek daerah, dan sayangnya, belum ada mekanisme 

untuk melaporkan atau menindaklanjuti secara hukum secara langsung.” 

b. Upaya Sinkronisasi 

Fenomena ini mencerminkan bahwa perlindungan hukum masih bersifat 

deklaratif ada secara aturan, tetapi belum menjadi bagian dari kebiasaan kerja atau 

sistem kelembagaan daerah. Agar perlindungan hukum terhadap karya arsitektur 

benar-benar terimplementasi secara efektif, maka dibutuhkan upaya sinkronisasi 

antara norma hukum dan kesadaran kolektif para pemangku kepentingan, dengan 

melibatkan unsur struktural dan kultural yang saling menguatkan antara lain: 

1) Pemerintah Daerah sebagai Regulator dan Fasilitator 

      Peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam menjembatani kebijakan 

nasional dengan pelaksanaan di tingkat lokal. Pemerintah Kota Jayapura dapat: 

a) Mewajibkan lampiran bukti pendaftaran hak cipta dalam setiap pengajuan 

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). 

b) Menyusun Peraturan Daerah atau Surat Edaran Wali Kota yang 

mewajibkan penggunaan desain yang orisinal dan terdaftar secara hukum. 

c) Mendorong pengadaan proyek pembangunan pemerintah dengan 

melibatkan arsitek lokal yang karyanya telah memiliki perlindungan 

hukum. 

Kepala Dinas PUPR menyatakan, “Kami siap bekerja sama dalam membuat     

sistem pengecekan hak cipta desain sebelum disetujui untuk pembangunan.” 

2) Akademisi sebagai Sumber Transformasi Kesadaran Hukum 

Peran akademisi sangat penting dalam membentuk pemahaman generasi 

muda arsitek dan desainer tentang pentingnya perlindungan hukum. Akademisi 

diharapkan: 

a) Menyusun kurikulum yang integratif antara ilmu arsitektur dan hukum hak 

kekayaan intelektual. 

b) Mengadakan seminar, diskusi, dan kolaborasi riset dengan lembaga hukum 

dan pemerintah. 

c) Mendorong penelitian lokal mengenai hak cipta berbasis budaya arsitektur 

Papua untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. 

Akademisi Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) menyatakan,  
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“Kami sudah mulai memasukkan materi hukum hak cipta dalam mata kuliah desain, 

namun perlu dukungan dari profesi dan DJKI agar lebih aplikatif.” 

3) Tokoh Masyarakat merupakan Jembatan antara Tradisi dan Hukum Modern 

Karya arsitektur di Papua banyak bersumber dari warisan budaya lokal. 

Oleh karena itu, tokoh masyarakat dan adat perlu: 

a) Menjadi mitra aktif dalam mendukung perlindungan desain berbasis lokal. 

b) Memberikan legitimasi sosial terhadap hak individual arsitek atas karyanya. 

c) Mendorong pemahaman masyarakat bahwa desain arsitektur memiliki nilai 

hukum dan ekonomi, bukan hanya budaya. Salah satu tokoh masyarakat 

menyampaikan, “Desain rumah adat. 

        Dengan mengimplementasikan strategi-strategi di atas, diharapkan 

perlindungan hukum terhadap karya arsitektur di Kota Jayapura akan semakin 

kuat dan efektif. Langkah-langkah tersebut akan berkontribusi dalam 

menciptakan iklim yang mendukung penghargaan terhadap profesi arsitektur, 

serta menjaga integritas karya-karya yang dihasilkan oleh arsitek. Selain itu, hal 

ini juga akan berperan penting dalam pelestarian identitas budaya Papua, 

dengan memastikan bahwa elemen-elemen budaya lokal yang tercermin dalam 

desain arsitektur mendapatkan penghormatan dan perlindungan yang sesuai. 

Implementasi perlindungan hukum yang efektif tidak hanya memberikan rasa 

aman kepada para profesional arsitektur, tetapi juga mendorong terjadinya 

inovasi dalam perancangan arsitektur yang tetap menghormati kearifan lokal. 

Dalam konteks pembangunan modern yang cepat, perlindungan terhadap 

karya arsitektur juga menjadi bagian dari upaya menjaga identitas budaya 

dalam menghadapi globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat. 

 

D. Kesimpulan 

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Karya Arsitektur Perlindungan hukum terhadap 

karya arsitektur di Kota Jayapura diatur dalam dua undang-undang utama, yaitu 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kedua regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang 

kuat bagi arsitek untuk memperoleh perlindungan terhadap karya intelektual mereka, 

termasuk desain bangunan dan perencanaan arsitektur. Dalam konteks ini, hak cipta 

berfungsi untuk melindungi ide, konsep, serta eksekusi desain arsitektural yang 

dihasilkan oleh seorang arsitek, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan 

kontrol atas karya yang telah diciptakan. 

2. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Karya Arsitektur Masih bersifat potensial, 

belum operasional dan efektif. Namun, implementasi perlindungan hukum terhadap 

karya arsitektur di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Terdapat 

kesenjangan yang signifikan antara ketentuan hukum yang ada dan praktik yang 

berlaku di masyarakat. Banyak arsitek lokal di Jayapura yang belum mendaftarkan 
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desain karya mereka untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, meskipun 

pendaftaran ini merupakan langkah krusial untuk menjaga keaslian dan hak eksklusif 

atas karya mereka. Lebih lanjut, prosedur perizinan Persetujuan Bangunan Gedung 

(PBG) di daerah ini belum mengintegrasikan pendaftaran hak cipta sebagai salah satu 

persyaratan yang wajib dipenuhi, yang seharusnya dapat menjadi instrumen untuk 

meningkatkan perlindungan terhadap karya arsitektur. 
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